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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun norma, 

standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan 

pengembangan iklim penanaman modal;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 

Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 210); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 97); 

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 543); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam 

Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat sebagai PMDN adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 

3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat 

sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang 

Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota.  

5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala 

kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu 

lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik 
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kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang 

diharapkan.  

6. Deregulasi Penanaman Modal adalah segala kegiatan 

menyederhanakan perubahan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal.  

7. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber 

daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu 

daerah yang mempunyai nilai ekonomi.  

8. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman 

Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon 

penanam modal.  

9. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal 

adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan 

peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana 

dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta 

pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.  

10. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang 

selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi 

berbasis situs (website) yang berfungsi untuk 

menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman 

Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam 

pengembangan potensi daerah. 

11. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan 

dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta 

kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan 

pengusaha besar. 

12. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan 

Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan baik langsung maupun tidak 

langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

dengan usaha besar.  
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai panduan 

bagi pejabat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal, DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota, 

dalam:  

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau 

peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal; 

b. menyusun peta Potensi Penanaman Modal dan Peluang 

Penanaman Modal di daerah; dan 

c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan 

usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan 

menengah terkait Penanaman Modal. 

  

Pasal 3 

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk menstandarkan 

proses pelaksanaan kegiatan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal di seluruh wilayah Indonesia. 

   

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini 

meliputi: 

a. Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, 

pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan 

dan/atau peraturan perundang-undangan terkait 

Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan 

kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi 

kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan 

terkait Penanaman Modal; 

b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di 

daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan 

peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana 

dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta 

pendokumentasiannya secara elektronik; dan 
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